
GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR: G/ 4lD lvt.ozlHKl2o2z

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG SEBAGIAN BIDANG TANAH HAK
PENGELOLAAN LAIIAN PEMERIIYTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERIETAK

DI JALAN RYACUDU KELURAHAN WAY DAI)I KECAJUATAN SUKARAME
KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA SENDRA CONGFANARDY TJHAI

GUBERNT'R LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur I"ampung Nomor:
G1274/Yl.O2/HK/2O2O tanggal l1 Mei 2O2O tentang
Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat Di
Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru dan
Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar
I-ampung dengan Tanpa klang dan telah dilakukan
penilaian oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Lampung dan Bengkulu Surat Nomor : S-247/WKN.O5l2O2l
tanggal 24 Desember 2021 }ral Penyampaian Hasil Penilaian
dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
(BMD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Penetapan Penjualan Secara
Langsung Sebagian Bidang Tanah Hak Pengelolaan Lahan
Pemerintah Provinsi l,ampung Yang Terletak di Jalan
Ryacudu Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota
Bandar la.mpung Kepada Saudara Sendra Congfanardy
Tjhai, dengan Keputusan Gubernur l,ampung;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 20 i 9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tatrun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;
Surat Keputusal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Lampung Nomor : 27 IDPRD.LPG/13.O1 /2015 tanggal 19
November 2015 tentang Persetujuan Atas
Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah
Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (sebelumnya
Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya
(sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan
Sukarame Kota Bandar Lampung;
Surat Keputusan Gubernur l,ampung Nomor :

G16lB.XllHKl2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang
Penetapan Pelepasan Hak Pengelolaan l,ahan Pemerintah
Provinsi lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (sebelumnya
Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (sebelumnya Harapan
Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada
Masyarakat;
Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Negara Nomor : 13L9 I 15.2 /lll 12016 tanggal
23 Maret 2016 Hal Izin Pengalihan Hak Pengelolaan lahan
(HPL) Pemerintah Provinsi Lampung;
Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

G/274lV1.O2lHKl2O2O tanggal 11 Mei 2O2O tentang
Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi l,ampung Berupa Tanah Yang Terdapat Di
Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru dan
Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar
l,ampung dengan Penjualan Tanpa L,elang;

Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : 3-247 /
WKN.05/202 I tanggat 24 Desember 2O2l Hal Penyampaian
Hasil Penilaian dalam rangka Pemindahtanganan Barang
Milik Daerah (BMD);

Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : 3-128/
WKN.05/2022 tanggal 16 Juni 2022 Hal Perpanjangan Masa
Berlaku Laporan;
Surat Pernyataan Saudara SENDRA CONGFANARDY TJHAI
tanggal 14 Juni2022;

Memperhatikan

Menetapkan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GT'BERITT'R TEI{TAITG PENETAPAN
PENJUALAIT SECARA LAIYGSUNG SEBAGIAN BIDANG
TAITAH HAK PENGELOLAAX LAHAN PEMERINTAH
PROVNSI LAMPUNG YANG TERLEf,AK DI JALAN RYACUDU
KELI'RAHAIT WAY DN)I KBCAMATAN SUI(ARAME
KOTA BANDAR LAUPUNG XEPADA SAUDARA SENDRA
COI|GFA.ITARDY TJHAI.
Menetapkan penjualan secara langsung sebagian bidang
tanah dari serti{ikat hak pengelolaan lahan (HPL) Nomor
01/SI tanggal 16 November 1994 atas nama Pemerintah
Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
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Bidang tanah yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu Luas 396 M' (tiga ratus sembilan puluh enam
meter persegi) dengan harga jual Rp562.O59.459,72 (Lima
ratus enam puluh dua juta lima puluh sembilan ribu empat
ratus lima puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh dua sen).

Penerima pelepasan hak untuk melakukan pembayaran
secara langsung/lunas ke Rekening Kas Daerah Pemerintah
Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung dengan Nomor
Rekening 380.00.06.00001.1 paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak ditetapkannya Keputu san ini.
Menunjuk pengelola barang untuk menandatangani pelepasan
hak atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dihadapan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dari
sebagian tanah Hak Pengelolaan lahan Pemerintah Provinsi
Lampung yang terletak di Jalan Ryacudu Kelurahan Way Dadi
Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal L0- 1- 2022

GUBERNI'R LAilPUITG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Banda,r Lampung;
3. Kepala Kanwil Pertanahan Provinsi l,ampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepa.la Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung di Baldar Lampung


